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Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 
Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Kejahatan 
Terorganisir (Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 
Point 9C)‛ ini merupakan penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 
tentang bagaimana keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator yang 
terdapat dalam SEMA RI dan bagaimana analisis hukum pidana Islam 
terhadapnya? 
Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas 
tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang 
berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text 
reading), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan, pertama dalam SEMA RI No. 4 Tahun 
2011 dijelaskan siapa saja yang dapat menjadi seorang justice collaborator, 
syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta bentuk-bentuk penghargaan yang akan 
diberikan kepada pelaku yang bersedia bekerjasama menjadi saksi utama untuk 
membongkar kejahatan yang telah dilakukannya beserta kelompoknya. Kedua, 
Teori yang terdapat dalam hukum pidana Islam mengenai adanya keringanan 
sanksi pidana memang ada. Pembahasn tersebut masuk ke dalam pembahasan 
tahfi@f al-‘uqu@bah. Dimana, di dalamnya juga dijelaskan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi untuk mendapatkan keringanan sanksi pidana. Sehingga di dalam 
penelitian ini, ditemukanlah adanya persamaan antara hukum positif dan hukum 
pidana Islam tentang keringanan sanksi bagi seorang pelak kejahatan.  
Dengan hasil penelitian di atas, diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana yang sama 
dengan penelitian ini. Bagi akademisi juga menjadi bahan pembahasan 
perkuliahan, dan bagi pegiat keilmuan hukum Islam supaya membuat kajian-
kajian tentang fiqh jinayah yang mana dengan tujuan akhir untuk memperkaya 
khazanah keilmuan hukum Islam. Selain itu, terdapat harapan besar jika tahun-
tahun yang akan datang akan semakin banyak dan lebih dalam penelitian tentang 
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A. Latar Belakang 
Pada hakikatnya seseorang memerlukan sebuah rasa aman, nyaman, 
dan tentram untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk menjamin, melindungi 
dan menjaga kemaslahatan hidup manusia, Islam menetapkan sejumlah 
aturan, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat bagi 
manusia. Dalam hal-hal tertentu, aturan-aturan tersebut disertai dengan 




Akan tetapi kejahatan yang ada menyebabkan seseorang kehilangan 
rasa aman, nyaman dan tentram tersebut. Menurut Abraham Maslow dalam 
teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow 1943), rasa aman berada pada 
tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, 
pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan 
kebutuhan manusia yang penting.
2
  
Indonesia merupakan Negara yang termasuk mempunyai tingkat 
kejahatan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan 
Pusat Statistik yang menyatakan bahwa: Selama periode tahun 2015–2017, 
jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung 
fluktuatif. Data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (crime 
                                                          
1
 Abdul Aziz Amir, al-Ta‘zi @r fî al-Syari@’ au al-Isla@miyyah, (Beirut: Da@r al-Fikr, 1976), 5. 
2
 Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2018, (Badan Pusat Statistik, 2018), 3. 

































total) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi 




Bukan hanya kejahatan yang bersifat ringan, akan tetapi kejahatan 
yang berat atau yang sering disebut juga kejahatan yang terorganisir. Dalam 
bahasa Inggris disebut dengan extra ordinary crime. Adapun pengertian dari 
kejahatan luar biasa tersebut adalah kejahatan yang memang sudah 
direncanakan dan disusun secara terselubung dan disusun serapi mungkin. 
Tujuan dari adanya penyusunan rencana yang sangat rapi tersebut adalah 
supaya para penegak hukum nantinya akan mendapatkan kesulitan untuk 
mengungkap pelaku utama bahkan modus-modus yang telah direncanakan. 
Adanya kesulitan dalam mengungkap kejahatan itu membutuhkan 
penanganan yang cukup besar. Jika dilihat dari segi penanganan perkara yang 
besar itu, Indonesia merupakan negara yang masih belum mampu 
sepenuhnya memberantas kejahatan tersebut. Hal itu dibuktikan jika di 
Indonesia masih sering bahkan semakin banyaknya orang-orang yang 
melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu semakin tahun, semakin 
banyaknya teror yang ada untuk menggoyahkan keamanan dan kenyamanan 
bangsa Indonesia. Kedua contoh tersebut menggambarkan bahwa di 
Indonesia masih belum cukup baik dalam menangani kasus-kasus kejahatan 
yang besar.   
                                                          
3
 Ibid, 9. 

































Tidak hanya terdapat kejahatan ringan, akan tetapi juga terdapat 
kejahatan berat. Adapun kejahatan yang ringan merupakan kejahatan yang 
dalam hal pengungkapannya tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan 
tidak susah dalam hal pembuktiannya. Dan menurut KUHP terdapat 
beberapa kejahatan mengenai harta benda (vermogensdelicten) apabila 
kerugian tidak melebihi dua puluh lima rupiah dinamakan kejahatan ringan 
dan diancam dengan hukum seberat-beratnya hukuman penjara selama tiga 
bulan.
4
 Kejahatan ringan tidak memerlukan adanya perencanaan yang sangat 
rapi, karena dalam hal pelaksnaannya pun juga tidak menggunakan modus-
modus terror yang sangat rapi, dan hanya modus-modus biasa yang 
dilakukan kebanyakan pelaku dan kemungkinan akan mudah diketahui oleh 
orang lain, sehingga orang lain pun juga dengan sigapnya akan 
menghindarinya. Adapun contoh kejahatan ringan yang tidak susah dalam 
hal pembuktiannya adalah pencurian HP, perampokan, dan lain sebagainya. 
Meskipun dalam pelaksanaannya, sebuah perampokan itu tidak 
cukup dilakukan oleh hanya satu orang saja, akan tetapi dilakukan oleh 
beberapa orang. Namun, dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak 
sebesar modus-modus sebelum dilaksanakannya kejahatan inti itu tidak 
sebsar dan serapi kejahatan terorganisir. 
Sedangkan kejahatan yang terorganisir merupakan kejahatan yang 
susah dalam hal pembuktiannya (extra ordinary crime), selain itu harus 
memerlukan saksi kunci untuk mempermudah pengungkapannya. Sangat 
                                                          
4
 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1991). 

































sulit untuk dibongkar jika kejahatan tersebut tersusun secara rapi tanpa 
adanya saksi pelaku yang memang mengetahui dengan jelas bagaimana 
prosesnya. Dalam hal ini saksi kunci yang dimaksud adalah dari pelaku itu 
sendiri atau orang yang memang menjadi saksi utama, atau pelaku yang 
sedikit dalam berperan kejahatan, akan tetapi mengerti tentang banyak akan 
kejahatan yang dilakukannya, baik sejak adanya perencanaan, dan modus-
modus kejahatan yang dilakukan  hingga pelaksanaan puncak kejahatan itu 
sebagai akhir atau tujuannya diadakan perencanaan dan modus di awal. 
Extra ordinary crime dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai 
kejahatan luar biasa. Di Indonesia, pelanggaran terh}adap Hak Asasi Manusia 
merupakan kejahatan yang berat karena dianggapnya telah melanggar hak 
yang benar kekal dari Tuhan yang terdapat dalam diri seseorang. 
Adapun cara mengungkap kejahatan berat tersebut sangat 
dibutuhkan seorang saksi kunci. Yang tidak lain adalah ia yang berasal dari 
pelaku kejahatan itu sendiri. Contoh dari kejahatan terorganisir tersebut 
adalah kejahatan HAM, korupsi, terorisme, pelanggaran terh}adap 
kemanusiaan,
5
 dan lain sebagainya. 
Dengan adanya saksi kunci yang dibutuhkan oleh para penegak 
hukum untuk mengungkap kejahatan yang dalam pembuktiannya susah, 
maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana 
                                                          
5
 Zainal Abidin, Degradasi Extraordinary Crime: Problematika Perumusan Kejahatan Genosida 
dan Kejahatan Terh}adap Kemanusiaan dalam RKUHP, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal 
Justice Reform, 2017), 1. 

































dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana 
Tertentu untuk mengatur tentang persyaratan dan penghargaan yang dapat 
diberikan kepada justice collaborator yang telah bersedia bekerjasama. 
SEMA yang terbit tanggal 10 Agustus 2011 tersebut menetapkan 
beberapa pedoman penanganan dan perlakuan terh}adap whistleblower dan 
justice collaborator. Salah satunya adalah memperkenankan para hakim 
untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk 
perlindungan lainnya kepada whistleblower dan justice collaborator. 
SEMA memberikan definisi ‚justice collaborator‛ sebagai seorang 
pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui 
perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk 
dapat disebut sebagai ‚justice collaborator‛, jaksa dalam tuntutannya juga 
harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan 
dan bukti-bukti yang sangat signifikan.
6
 
Adanya seorang tersangka yang mengajukan tersebut 
menguntungkan bagi penegak hukum dan tersangka, karena penegak hukum 
dapat dengan mudah mengungkap kejahatan tersebut. Sedangkan bagi 
tersangka maka akan diberikan keringanan hukuman. karena meski 
demikian, ia juga tetap berjasa karena bersedia bekerja sama dengan para 
penegak hukum untuk membongkar kejahatan tersebut. Ketika ia 
mengajukan diri menjadi seorang saksi pelaku, maka dsituhlah iaa nanti akan 
berlaku sebagai saksi meski keadaanya tersebut menjadi tersangka juga. 
                                                          
6
 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak 
Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu  

































Sebagai imbal jasa atas kesediaannya dalam bekerja sama, maka 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi justice collaborator dalam proses 
peradilan pidana, baik dalam sebelum persidangan, tahap persidangan di 
pengadilan, maupun tahap sesudah persidangan perlu diberikan. Penghargaan 
atau reward terh}adap justice collaborator tersebut bukanlah berupa benda 
yang bernilai fantastis, akan tetapi berupa keringanan sanksi pidana. 
Dalam melaksanakan sebuah penanganan tindak pidana yang 
termasuk kejahatan terorganisir, memunculkan istilah baru, yaitu justice 
collaborator. Istilah tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk 
menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) 
Nomor 4 Tahun 2011. 
Adapun tujuan diterbitkannya SEMA RI tersebut adalah untuk 
memberikan instruksi bagi para hakim agar memberikan perlakuan khusus 
bagi orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai saksi pelaku yang 
bekerjasama, antara lain dengan memberikan keringanan pidana. 
SEMA Nomor 4 Tahun 2011 memberikan batasan saksi pelaku yang 
bekerjasama (justice collaborator), adalah salah satu pelaku tindak pidana 
terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama 
dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di 
dalam proses peradilan.  
Alasan  peringanan  pidana yang selama ini dikenal dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, adalah percobaan 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 53; dan pembantuan sebagaimana diatur 



































 Selain mengenai percobaan dan pembantuan, alasan 
peringanan pidana juga ditemukan dalam pengaturan di luar KUHP, yaitu 
terkait dengan anak yang berh}adapan dengan hukum, sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
Salah satu latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2011 adalah 
merupakan tindak lanjut dari Konvensi PBB Anti Korupsi dan ditambah 
dengan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnas}ional yang Terorganisasi. 
Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut 
mengatur tentang kewajiban negara peserta Konvensi untuk 
mempertimbangkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan 
penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).8 
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu mengenai 
keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator dalam kejahatan 
terorganisir, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut 
karena pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam mengungkap 
kejahatan terorganisir mendapatkan reward keringanan sanksi pidana. 
Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian tentang bentuk-
bentuk keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator dalam kejahatan 
terorganisir dan syarat yang bagaimana yang harus dipenuhi, serta akan 
dianalisis menggunakan hukum pidana Islam. Di sana nanti akan diketahui 
                                                          
7
 Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 
(Jakarta: Gama Press, 2008), 29. 
8
 http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2011/08/552/, diakses tanggal 08 Februari 2019 pukul 
13.11 WIB. 

































dan memahami bagaimana hukum Islam memandang dan apakah di sana 
juga mengenal keringanan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a) Keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator. 
b) Keringan sanksi pidana justice collaborator dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011Point 9C. 
c) Analisis hukum pidana Islam terh}adap keringanan sanksi pidana bagi 
justice collaborator dalam kejahatan terorganisir pada Surat Edaran 
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011Point 9C. 
 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan poin-poin identifikasi masalah di atas, maka penulis 
memfokuskan pembahasan pada: 
a. Keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator dalam kejahatan 
terorganisir pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 
Point 9C. 
b. Analisis hukum pidana Islam terh}adap keringanan sanksi pidana bagi 
justice collaborator dalam kejahatan terorganisir pada Surat Edaran 
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C. 
 

































C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator dalam 
kejahatan terorganisir pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 
2011 Point 9C? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terh}adap keringanan sanksi 
pidana bagi justice collaborator dalam kejahatan terorganisir pada Surat 
Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C? 
 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Adapun studi pustaka yang penulis peroleh yaitu berupa skripsi-
skripsi maupun karya yang berhubungan dengan judul skripsi yang ingin 
penulis buat yaitu: 
1. Tesis oleh Anton Laranono mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2016 
yang mengangkat judul ‚Kedudukan Hukum Justice Collaborator  dalam 
Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme‛.9 Tesis yang dibuat oleh Anton Laranono ini 
menjelaskan tentang kedudukan hukum atau penjatuhan hukum terh}adap 
justice collaborator dalam mengungkap kejahatan terorisme. Sedangkan 
yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bentuk keringanan sanksi yang 
terdapat dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 Point 9C untuk selanjutnya 
dianalisis menggunakan hukum Islam. Kemudian dari variabel skripsi 
                                                          
9
 Anton Laranono, ‚Kedudukan Hukum Justice Collaborator  dalam Undang-undang  No. 15 
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme‛ (Thesis—Universitas Airlangga, Surabaya, 2016). 

































yang akan diteliti adalah objek luasnya, sedangkan yang terdapat dalam 
skripsi Anton Larono tentang objek khususnya yaitu terorisme. 
2. Jurnal oleh Jupri mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2018 yang 
dengan judul Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator 
Perkara Korupsi.
10
 Jurnal yang dibuat Jupri ini menjelaskan tentang 
penghargaan kepada justice collaborator yang telah memberikan sebuah 
informasi atas sebuah perkara yang sulit dalam hal pengungkapannya. 
Pembeda antara jurnal yang dibuat Jupri dengan skripsi yang akan diteliti 
ini adalah dari variabel perkaranya. Dalam jurnal ini mengkhususkan ke 
dalam pokok perkara korupsi. Sedangkan pada skripsi yang akan dibuat 
dari semua perkara yang dipandang sebagai kejahatan terorganisir untuk 
kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam juga. 
Dapat diambil kesimpulan dari karya ilmiah yang telah ditinjau 
bahwa skripsi yang akan penulis buat tidak melakukan pengulangan 
penulisan dan pembahasan. Sebab penulis akan membahas tentang analisis 
hukum pidana Islam terh}adap keringanan sanksi pidana bagi justice 
collaborator dalam kejahatan terorganisir (studi atas surat edaran mahkamah 
agung no 4 tahun 2011 poin 9c). Perbedaan penelitian ini dari dua karya 
ilmiah di atas adalah menitikberatkan pada analis hukum pidana islam pada 
keringanan sanksi justice collaborator. 
 
                                                          
10 Jupri, ‚Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi‛ 
(Jurnal---Universitas Brawijaya, Malang, 2018). 

































E. Tujuan Penelitian 
Secara garis besar berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada 
diatas, maka penelitian dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator 
dalam kejahatan terorganisir pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 
Tahun 2011 Point 9C. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terh}adap keringanan 
sanksi pidana bagi justice collaborator dalam kejahatan terorganisir pada 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan oleh penulis: 
1.  Aspek keilmuan (Teoritis) 
Hasil  studi  ini  menambah  dan  memperkaya  pengetahuan, 
khususnya  tentang  keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator dan 
bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam  melakukan  
penelitian  yang  berkaitan  dengan  keringanan sanksi pidana bagi justice 
collaborator. 
2.  Aspek Terapan (Praktis) 
Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat 
tentang keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator. Dan juga  dapat  
menambah  pengetahuan  bagi  mahasiswa fakultas syariah dan hukum 

































bagaimana keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator dalam hukum 
pidana Islam. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pemahaman, penulis memberikan definisi 
operasional dari masing-masing variabel yang ada dalam judul agar dapat 
dipahami batasan dan ruang lingkup istilahnya: 
1. Hukum Pidana Islam 
Menurut Sayyid Sabiq, hukum pidana Islam adalah setiap 
perbuatan yang dilarang oleh syara’ karena adanya bahaya bagi agama, 
jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.11 Dalam hal ini alat yang 
digunakan untuk menganalisis tentang keringann sanksi pidana justice 
collaborator adalah tahfi@f al-’uqu@bah (peringanan hukuman). 
2. Keringanan Sanksi Pidana 
 Keringanan sanksi pidana adalah sebuah penghargaan yang 
diperoleh pelaku kejahatan berupa potongan hukuman ketika pelaku 
kejahatan tersebut mampu bekerja sama dengan para penegak hukum 
untuk mengungkap pelaku utama. 
3. Justice Collaborator 
Justice collaborator adalah orang yang memberikan kerja sama 
substansial dalam penyelidikan atau penuntutan berupa keterangan 
                                                          
11
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz XI, diterjemahkan oleh Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: 
PT. Al-Maarif, 1984), 1. 

































sebagai saksi suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir dan ia bukan 




4. Kejahatan yang Terorganisir 
Dalam hal ini penulis memberikan arti bahwa kejahatan 
terorganisir adalah serangkaian tindakan kejahatan yang dilakukan oleh 
kelompok orang dengan sebuah rencana yang telah tersusun rapi. Tujuan 
dari serangkaian rencana yang disusun rapi adalah supaya penegak hukum 
susah mengungkap peristiwa tersebut. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode adalah suatu  cara,  jalan,  petunjuk  pelaksanaan  atau  
petunjuk  teknis  sehingga memiliki  sifat  praktis. Definisi  metode 
penelitian  adalah  suatu  kegiatan  yang  ilmiah,  terencana,  terstruktur, 




Dalam hal ini meliputi : 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian 
normatif yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 
2011 serta dikaji menggunakan penelitian pustaka (library research) yang 
                                                          
12
 SEMA RI No. 4 Tahun 2011 Point 9A, 2. 
13 
J.  R.  Raco,  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Jenis,  Karakteristik,  dan  Keunggulannya,  
(Jakarta: Grasindo, 2010), 5. 

































menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dan 
literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.  
2. Data yang dikumpulkan 
Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan 
penelitian ini, maka data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian 
ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. 
3. Sumber Data 
Berikut adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis: 
a. Bahan hukum primer Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 
2011 Point 9C. 
b. Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini antara lain : 
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
2) M. Nurul Irfan dan Masyarofah, Fiqh Jinayah 
3) A. Djazuli, Fiqh Jinayah 
4. Teknis Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 
yaitu pengumplan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-
lain. Sedangkan untuk tahapannya adalah menelusuri buku, artikel, dan 
jurnal yang tercetak atau termuat di perpustakaan, toko buku, dan 
internet. 
5. Teknik Pengolahan Data 
 Pengolahan data merupakan pengubahan data ke bentuk yang 
lebih informatif atau berupa informasi. Informasi merupakan hasil dari 

































kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti 
dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Teknik pengolahan data meliputi 
pengeditan dan memberi kode pada data yang telah dikumpulkan. 
6. Teknik Analisa Data 
Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang 
dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terh}adap 
masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa 
sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan 
mudah.14 
Analisis data mengunakan metode deduktif yaitu menggambarkan 
sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian dari umum ke 
khusus. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya 
adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar 
standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan untuk 
menggambarkan keringanan sanksi pidana pada justice collaborator dalam 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C. Dan 
selanjutnya akan dianalisis menggunakan Hukum Pidana Islam. 
Analisis data menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan 
data yang diperoleh dari teori tahfi@f al-’uqu@bah(peringanan hukuman) 
dalam buku fiqh jinayah, kemudian peneliti dapat menjelaskan keringanan 
                                                          
14
 Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta: UI Press, 1993), 71.  
 

































sanksi pidana bagi justice collaborator dalam kejahatan terorganisir 
menggunakan teori tersebut. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Bab pertama ini berisi tentang kerangka umum yang menggambarkan 
isi skripsi dan sebagai pengantar dengan tujuan untuk memusatkan pembaca 
supaya memperoleh gambaran umum tentang persoalan yang diteliti. Bab I 
terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua berisi tentang kerangka konseptual tentang teori hukum 
pidana Islam yang terdiri dari jari@mah h}udud, jari@mah ta’zi>r dan tahfi@f al-
’uqu@bah (peringanan hukuman). 
Bab ketiga ini berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan, 
tentang keringanan sanksi pidana pada justice collaborator dalam Surat 
Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C. 
Bab keempat ini berisi tentang hasil analisis hukum pidana Islam 
keringanan sanksi pidana pada justice collaborator dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C. 
Bab terakhir (kelima) ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas 
hasil penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan dijawab secara singkat 
dari rumusan masalah yang ada dalam bentuk poin-poin. 


































































TEORI HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Pengertian Hukuman (‘uqu@bah) 
Hukuman merupakan sanksi yang telah terdapat ketentuannya untuk 
kemaslahatan masyarakat disebabkan karena melanggar perintah Allah dan 
Rasul-Nya.
1
 Hukuman atau yang dalam bahasa Arabnya adalah’uqu@bah, 
menurut para fuqaha@ adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi 
kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat.
2
 
Sedangkan ‘uqu@bah dalam istilah Arab merupakan bentuk alasan bagi seseorang 
yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan 
Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.
3
 
Hukuman dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk hukuman haruslah 
mempunyai sifat pribadi, dimana hanya dijatuhkan kepada siapa yang 
melakukan kejahatan saja. Akan tetapi hukuman juga harus bersifat umum, 
dimana peraturan hukuman tersebut berlaku bagi semua orang tanpa ada 
pengecualian, karena pada hakikatnya semua manusia sama di mata hukum.
4
  
                                                          
1
 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, Diterjemahkan oleh Ahsin Sakho 
Muhammad, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 19. 
2
 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 49. 
3
 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39. 
4
 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1996), 25. 

































































B. Tujuan Hukuman (‘uqu@bah) 
Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman terh}adap seseorang atas 
kejahatan yang telah dilaksanakannya adalah untuk memperbaiki keadaan 
manusia, menjaga diri dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, 
menuntun, dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari 
kemaksiatan, serta untuk merangsang seseorang untuk selalu berbuat taat. 
Kemudian adanya kaidah dasar sebagai bentuk tujuan dijatuhkannya hukuman 
adalah memerangi tindak pidana. 
5
 
Diberikannya hukuman kepada pelaku pidana haruslah mempunyai 
tujuan yang jelas, sehingga sebelum dijatuhkan maka hukuman tersebut harus 
dirumuskan dengan baik dengan beberapa pokok pikiran seperti yang 
dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung 
dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah:
6 
Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang 
bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-
undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan; 
Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian 
proses dan kebijakan yang kokretasinya sengaja direncanakan melalui 3 (tiga) 
tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai 
                                                          
5
 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana…, 171. 
6
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2005), 88. 

































































satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan; 
Perumusan tujuan pemidanan dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian kontrol 
dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi 
pemidanaan yang jelas dan terarah. 
Selain itu, diberikannya hukuman bertujuan untuk:
7
 
1) Untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak oleh tindak kejahatan, 
Yang dimaksud dengan kalimat diatas bahwa adanya pemberian 
sebuah hukuman kepada seorang pelaku kejahatan merupakan sebuah upaya 
untuk penegakan keadilan. Kejahatan jika dibiarkan begitu saja, maka sebuah 
Negara akan hancur karena kehilangan wibawa hukumnya. Begitu juga 
hukum tidak akan berlaku kembali. 
Sehingga, sebuah Negara akan mudah dihancurkan oleh Negara lain 
dengan adanya berbagai macam penyerangan. Yang mungkin saat ini tidak 
secara langsung penyerangan berupa gencatan senjata, akan tetapi dapat saja 
dihancurkan dari segi mental dan pikirannya. 
2) Pertanggungjawaban atas sebuah tindakan, 
Adapun pengertian dari pertanggungjawaban tersebut merupakan 
sebuah sebab akibat dari tindakan yang telah dilakukannya. Ketika seseorang 
berbuat baik, maka ia juga akan menerima yang baik pula. Begitu juga 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum…, 19. 

































































sebaliknya, ketika ia berbuat kejahatan, maka ia juga akan menerima apa 
yang menjadi akibat dari perbuatan jahatnya tersebut. 
3) Membenarkan dan mempertahankan supremasi hukum, 
Ketika seseorang telah melakukan sebuah kejahatan, maka disitulah 
hukum telah dianggapnya sebagai hal yang remeh. Jika tidak adanya 
penanggulangan dari pihak yang berwenang, maka sebuah hukum lambat laun 
akan kehilangan supremasinya. Ketika hukum telah kehilangan 
supremasinya, maka kedepannya sebuah Negara tidak akan dapat berdiri 
kokoh dan dapat menimbulkan kehancuran. 




Tidak hanya mengembalikan sebuah wibawa hukum, akan tetapi 
perancang perundang-undangan juga merasa diremehkan karena peraturan 
yang telah dibuat tidak dapat menjerakan seseorang. Bahkan masih banyak 
yang mengulangi kejahatan tersebut dengan modus-modus yang berbeda 
dengan intensitas semakin besar. 
Jika penjatuhan hukuman terh}adap seseorang tidak dapat mendidiknya 
menjadi lebih baik dan tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan pelaku 
terh}adap masyarakat luas, maka pelaku kejahatan haruslah diberantas. Adapun 
                                                          
8
 E. Sumaryono, Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas}, (Yogyakarta: 
Kanisius, 2002), 86. 

































































cara memberantas mereka adalah dengan memberikan hukuman seumur hidup 
atau menjatuhkan pidana mati. 
 
C. Macam-macam Hukuman (‘uqu@bah) 
Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahahatan antara satu dengan 




a. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya. 
Hukuman berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya ini 
terdapat hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, dan 
hukuman pengganti. 
b. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah 
hukuman. 
Dalam pembagian ini terdapat dua bagian, yaitu hukuman yang 
hanya mempunyai satu batas dan hukuman yang memiliki dua batas (batas 
tertinggi dan terendah). Adapun adanya batas tertinggi dan terendah bagi 
hakim adalah bertujuan supaya dalam memberikan hukuman kepada pelaku 
kejahatan tidak semena-mena berdasarkan emosi semata. Sehingga dalam 
memberikan hukuman dapat dinilai adil di mata hukum. Meski manusia yang 
memandang tidak semua memandang adil, karena kebanyakan dari orang 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana…, 39. 

































































melihat segi keadilan adalah porsi yang sama tanpa adanya pemilahan 
manakah yang harus diberikan besar dan manakah yang harus diberikan kecil. 
Dengan adanya batasan tersebut, maka hakim akan terarah dalam 
menjatuhkan hukuman. 
c. Berdasarkan kewajiban menjatuhkan satu hukuman. 
Pada kriteria ini juga terdapat dua pembagian hukuman, yaitu 
hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya dan hukuman yang 
tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. 
d. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman. 
Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan tempat dilaksanakannya 
hukuman terbagi menjadi tiga, yaitu: hukuman badan (‘uqu@bah bada@niyah), 
hukuman jiwa (‘uqu@bah nafsiyah), dan hukuman harta (‘uqu@bah ma@liyah). 
Adanya pembagian sejenis ini menandakan bahwa kejahatan yang dilakukan 
manusia terdapat banyak macamnya, sehingga dalam pembagian 
hukumannya sekalipun harus sesuai dengan porsi kejahatan yang mereka 
lakukan. 
e. Berdasarkan macamnya tindak pidana. 
Karena berdasarkan macamnya tindak pidana yang dilaksanakan, 
maka didalamya terdapat pembagian lagi yaitu hukuman yang telah 
ditetapkan ketentuannya (h}udu@d), hukuman tindak pidana qis}a@s}, diyat, dan 
hukuman ta’zi@r. Dari segi hukman yang dijatuhkan pun nanti juga tidak 

































































semua mendapatkan hukuman yang sama. Akan tetapi mendapatkan 
hukuman yang sesuai dengan porsi kejahatan yang telah dilakukan. Berikut 
adalah penjelasan singkat tentang h}udu@d, qis}a@s}, diyat, dan ta’zi@r. 
1) H}udu@d 
Hukuman h}udu@d merupakan bentuk jamak dari kata h}ad. 
Sedangkan h}ad dapat diartikan sebagai pemisah antara dua hal atau yang 
membedakan antara sesuatu dengan  yang  lain.  Menurut bahasa, h}ad 
berarti cegahan atau larangan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku 
kemaksiatan disebut h}udu@d, karena hukuman tersebut dibuat dengan 
tujuan untuk mencegah supaya orang yang dikenai hukuman itu tidak 





Kemudian, hukuman qis}a@s} merupakan hukuman yang dijatuhkan 
terh}adap pelaku sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Contohnya 
adalah jika ia membunuh seseorang, maka ia juga harus mendapatkan 
hukum bunuh juga. Dasar dari hukuman qis}a@s} dalam jari@mah 
pembunuhan yaitu al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178 dan al-Maidah 
ayat 45. Selain dari dua ayat tersebut dasar hukum dari hukum qis}a@s} juga 
terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi: 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz XI, diterjemahkan oleh Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: PT. 
Al-Maarif, 1984), 8. 

































































                          
Artinya: Dan dalam qis}a@s} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 
 
Untuk melaksanakan hukuman qis}a@s} perlu adanya syarat-syarat 
yang harus terpenuhi. Syarat-syarat yang harus terpenuhi tersebut juga 
berlaku bagi pelaku, korban , tindak pidananya dan wali dari korban.
11
 
Berikut adalah penjelasan syarat-syarat dilaksanakannya qis}a@s}: 
a. Pelaku  
Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah 
Zuhaily mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku. 
Untuk diterapkannya hukuman qis}a@s}, syarat tersebut adalah pelaku 
harus mukallaf (baligh dan berakal), adanya unsur kesengajaan, pelaku 




Korban harus orang-orang yang dijamin keselamatannya oleh 
negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa 
keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan 
antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda 
pendapat dalam keseimbangan ini). 
 
                                                          
11
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c. Tindak Pidananya 
Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan 
harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila 
perbuatan tidak langsung maka hukumannya bukan qis}a@s} melainkan 
diyat. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan 
hal ini, mereka berpendapat bahwa perbuatan yang tidak langsung 
juga dapat dikenakan hukuman qis}a@s}. 
d. Wali (Keluarga) dari Korban 
Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali 
korban tidak diketahui keberadaanya maka qis}a@s} tidak bisa 
dilaksankan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan 
hal ini. 
3) Diyat 
Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana 
kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan 
pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. 
Selain itu diyat diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para 
saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah, hal ini bilamana pembunuh 
mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa 
kesengajaan dan pembunuhan karena suatu. 

































































Jenis Diyat Dan Kadarnya Menurut Imam Abu Yusuf, Imam 
Muhammad Ibnu Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, jenis diyat itu 







e) Kambing, atau 
f) Pakaian. 
Diyat itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. Diyat yang 
ringan dibebankan atas pembunhan yang tidak disengaja, dan diyat yang 
berat dibebankan atas pembunhan yang serupa kesengajaan. 
4) Ta’zi@r 
Ta’zi@r menurut bahasa berasal dari kata ‘azzara (mencegah atau 
menolak), mendidik (addaba). Selain itu ta’zi>r adalah hukuman yang 
bersifat mendidik seseorang atas perbuatan dosa yang hukumannya 
belum ditetapkan oleh syara’.14 Adanya sebuah hukuman yang belum 
terdapat ketentuan hukumannya oleh syara’, maka dalam hal ini 
penguasa atau hakim yang berhak menentukan besar kecilnya hukuman 
yang berikan kepada pelaku kejahatan. 
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Adanya kewenangan seorang penguasa yang dalam hal ini 
adalah hakim, mereka juga tidak diperkenankan memberikan hukuman 
dengan semena-mena tanpa adanya pertimbangan yang logis. Akan 
tetapi hakim juga harus mempunyai dasar yang kuat sebagai pijakannya 
dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. 
 
D. Syarat-syarat Hukuman (‘uqu@bah) 
Jika sebuah hukuman dapat dikatakan sah dan dapat berlaku, maka 
hukuman harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
15
 
a. Hukuman bersifat syar’i 
Hukuman bersifat syar’i merupakan hukum yang sandarannya 
kepada al-Qur’an, h}adis, dan ijma’ serta undang-undang yang dikeluarkan 
oleh lembaga khusus yang berwenang di dalamnya.  Adanya kewenangan dari 
lembaga yang membuat sebuah hukum, tidak terlepas dari nas}-nas} hukum 
Islam, karena peraturan yang dibuat tidak diperbolehkan bertentangan 
dengan nas}-nas} yang ada dalam hukum Islam. 
Begitupun dengan hakim yang berwenang untuk mengadili dan 
memutuskan sebuah perkara, tidak diperbolehkan untuk memutuskan 
semena-mena terh}adap pelaku kejahatan. Meskipun pada saat itu memang 
kesalahan pelaku kejahatan seolah-olah tidak dapat dimaafkan dan harus 
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diberikan hukuman yang cukup besar, akan tetapi hal tersebut harus 
mempunyai dasar dan harus berdaasarkan ketentuan perundang-undangan 
yang ada. Dalam hakikatnya kewenangan seorang hakim itu begitu luas, akan 
tetapi mereka tetap harus berpegang teguh dengan syariat. Sehingga, 
keadilan tetap tegak dan tidak ada anggapan bahwa hukuman yang diberikan 
oleh seorang hakim tidak semena-mena. 
b. Hukuman bersifat perseorangan 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman harus bersifat 
perorangan, pernyataan tersebut telah jelas mengatakan bahwa hukuman 
harus dijatuhkan hanya kepada pelaku kejahatan saja. Begitu juga dengan 
sebaliknya  orang yang tidak melakukan kejahatan, maka tidak dapat dijatuhi 
hukuman. 
Akan tetapi, jika seseorang itu tidak melaksanakan kejahatan, tapi ia 
menjadi otak pelaku kejahatan atau bahkan ia menjadi orang yang 
melancarkan aksi kejahatan tersebut. Maka orang tersebut berhak menerima 
hukuman atas semua yang dilakukannya. Meskipun jika nanti penjatuhan 
vonisnya terdapat perbedaan diantara mereka, akan tetapi merekalah yang 





































































c. Hukuman bersifat umum 
Selain berifat pribadi, akan tetapi hukuman juga harus bersifat 
umum. Hal itu karena hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada siapapun 
(yang melakukan kejahatan). Adanya pernyataa bahwa hukuman dijatuhkan 
kepada siapapun yang melakukan kejahatan, dapat diartikan bahwa 
penjatuhan hukuman tanpa adanya perbedaan kalangan dan derajat. Baik dia 
yang sebagai pejabat, pegawai, bahkan orang miskin sekalipun, hukum yang 
berlaku tetap sama kepada mereka semua sebagaimana peraturan perundang-
undangan yang ada. 
Adapun ketentuan ini ada karena dalam hakikatnya semua manusia, 
terlepas dari si kaya dan si miskin ataupun rakyat biasa dan pemerintah, 
semua sama di mata hukum. Penjatuhan hukuman yang didapat juga sama 
sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam Negara tersebut. 
 
E. Keringanan Sanksi Pidana dalam Jari@mah H}udu@d dan Ta’zi>r 
Keringanan sanksi pidana berasal dari kata ampun yang berarti 
pembebasan dari hukuman atau tuntutan.
16
 Sedangkan dalam bahasa hukum 
pidana positif, keringanan sanksi pidana disebut sebagai remisi. Remisi adalah 
pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada terpidana.
17
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Keringanan sanksi pidana dalam jari@mah h}udu@d dan ta’zi@r bagi pelaku 
kejahatan memang ada, akan tetapi diantara keduanya terdapat sebuah 
perbedaan. Perbedaan itu ialah bahwa jari@mah h}udu@d dan ta’zi@r tersebut ada 
yang dapat diampuni dan ada pula yang tidak dapat diampuni atau diberikan 
keringanan hukuman. Berikut adalah keringanan sanksi yang terdapat dalam 
jari@mah h{udud dan ta’zi@r: 
a) Keringanan sanksi pidana terh}adap tindak pidana h}udu@d 
Keringanan sanksi pidana terh}adap jari@mah h}udu@d ini tidak dapat 
dilaksanakan. Mengingat jari@mah h}udu@d adalah sebuah hukuman yang 
ketetapannya sudah ditentukan oleh nas}h dan merupakan hak Allah SWT, 
maka keringanan sanksi pidana tidaklah berlaku pada jari@mah h}udu@d. 




Selain itu, h}udu@d merupakan hukuman yang bersifat wajib, maka 
harus dilaksanakan. Kemudian, para ulama’ juga menyebut jari@mah h}udu@d ini 
adalah hak Allah SWT. Yang mana dalam hal ini, tidak dapat dibatalkan 
dalam sebuah ketetapannya dan tidak dapat diampuni. 
Adapun dilaksanakannya h}udu@d dan tidak berlakunya sebuah 
keringanan sanksi pidana pada pelaku kejahatan, maka syarat yang harus 
terdapat pada pelaku adalah hilangnya segala hak jaminan atas keselamatan 
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bagi jiwa dan hilang pula jaminan atas anggota badannya. Sehingga, dapatlah 
keringanan sanksi itu benar-benar tidak dapat diberikan terh}adap pelaku 
kejahatan tersebut. 
b) Keringanan sanksi pidana terh}adap tindak pidana ta’zi@r 
Jika keringanan sanksi dalam jari@mah h}udu@d tidak diberlakukan, 
maka dalam jari@mah ta’zi@r diperbolehkan adanya keringanan sanksi terh}adap 
pelaku kejahatan. Sebagaimana ketentuannya, ta’zi@r adalah hukuman yang 
dijatuhkan pada pelaku kejahatan oleh ulil amri atau penguasa, sehingga 
pemberi keringanan sanksi pun juga diberikan oleh penguasa atau ulil amri 
tersebut. 
Menurut para fuqaha@, penguasa mempunyai hak atas pemberian 
sanksi pidana terh}adap pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu hakim 
mempunyai wewenang yang luas dalam memberikan pengampunan atas 
kejahatan yang dilakukan baik sebagian ataupun seluruhnya.
19
 Akan tetapi, 
tidak semua fuqaha@ mempunyai pendapat yang sama atas pemberian 
keringanan sanksi tersebut. Mereka berbeda pendapat dalam hal bisa atau 
tidaknya seorang penguasa memberikan keringanan sanksi pidana terh}adap 
seluruh tindak pidana atau bahkan hanya beberapa tindak pidana saja yang 
dapat diberikan keringanan sanksi. 
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Berikut adalah penjabaran tentang perbedaan pendapat para 
fuqaha@:20 
a) Sebagian ulama (kelompok pertama) berpendapat bahwa penguasa tidak 
memiliki hak memberikan keringanan sanksi pidana pada tindak pidana 
qis}a@s} dan h}udu@d yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman qis}a@s 
dan h}udu@d, tetapi ia harus dijatuhi hukuman ta’zi@r yang sesuai dengan 
tindak pidana yang telah dilakukannya. 
Dalam hal ini, seorang penguasa tidak diperbolehkan 
mengampuni tindak pidana yang telah dilakukannya, tapi dapat 
memberikan hukuman ta’zi@r sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, 
jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya. 
b) Sementara itu, sebagaian ulama yang lain (kelompok kedua) berpendapat 
bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan keringanan sanksi 
pidana atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta’zi@r 
dan juga hak mengampuni hukumannya baik sebagian atau bahkan 
seluruhnya, jika memang di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. 
Dari kedua pendapat ulama tersebut, dapat kita lihat bahwa 
kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan 
dengan tindak pidana h}udu@d dan qis}a@s}. 
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Adanya pemberian keringanan sanksi dalam hukum Islam terh}adap 
pelaku tindak pidana, tidak dengan cuma-cuma, akan tetapi dengan syarat 
juga yaitu dengan adanya pemaafan atau perdamaian dan pengakuan atas 
kejahatan yang telah dilakukan. 
Untuk sebuah pengakuan atas kejahatan yang dilakukan bukanlah 
hal yang mudah, karena ia akan mengungkap semua perilaku jahat yang telah 
dilaksanakannya kepada penguasa. Kemudian pemaafan juga bukanlah hal 
yang mudah diberikan oleh korban, dan  bahkan sangat jarang korban yang 
memberikan maaf kepada para pelaku kejahatan. 
Akan tetapi jika pengakuan telah dilaksanakan oleh pelaku 
kejahatan dan pemaafan telah diberikan oleh korban kejahatan, maka ia 
berhak mendapatkan keringanan sanksi dari penguasa. Penguasa yang dalam 
hal ini adalah seorang hakim. 




                             
                           
Artinya: Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
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 Departemen Agama Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi. Akhir, (Surabaya: CV. Ramsa, 
2005), 27. 

































































rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih. 
 
 
Surat al-Furqa@n ayat 70:
22
 
….                         
             
Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan 
mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah 
dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
 
Adapun dengan dasar al-Qur’an tersebut yang juga telah 
menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan akan diberikan 
keringanan sanksi apabila ia telah mendapatkan sebuah maaf dari pihak 
korban kejahatan, selain itu pelaku kejahatan membayar diyat dan mengakui 
kejahatan yang telah ia lakukan untuk melakukan taubat. 
 
F. Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam Keringanan Hukuman 
Dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam peringanan atau 
pengampunan  hukuman merupakan salah satu sebab pengurungan  (pembatalan) 
hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.
23
 Dasar 
pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapat dalam  al-
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia…, 168. 
 

































































Qur’an dan H}adis. Dasar dari al-Qur’an adalah firman  Allah  SWT. Dalam surat 
al-Baqarah ayat 178 yaitu:
24
 
                                      
                             
                            
      
Artinya: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qis}a@s} 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi 
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 
 
Adapun  sebab  diturunkannya ayat ini adala riwayat yang berasal dari 
Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan 
penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi  permusuhan di antara 
mereka maka budak mereka akan membunuh budak orang yang  dimusuhinya. 
Mereka juga sering mengatakan, ‚kami hanya akan membunuhorang merdeka 
sebagai ganti dari budak itu.‛sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari 
suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, 
merekapun berkata, ‚kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti 
wanita tersebut‛, maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi ‛orang 
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merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan 
wanita.‛25 
Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair rahimahullahbahwa sesaat 
sebelum Islam  datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi 
pembunuhan dan  saling melukai diantara mereka hingga merekapun membunuh 
budak dan kaum  wanita. Mereka tidak menerapkan qis}a@s} dalam pembunuhan 
tersebut hingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka 
melampaui batas dengan  melakukan permusuhan dan mengambil harta orang 
lain. Mereka juga bersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh 
orang yang merdeka. Sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh 
seorang laki-laki sebagai ganti dari wanita yang terbunuh, maka Allah 
menurunkan firman-Nya,‛ 
Selain mewajibkan qis}a@s{, Islam juga lebih menganjurkan pemberian 
maaf, dan mengatur tata cara (h}udu@dnya), sehingga sikap pemberian maaf ini 
terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan  qis}a@s}. Anjuran pemberian maaf 
ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehingga 
bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di 
luar kemampuan mereka. Penafsiran dalam penutupan ayat ini, ‚barangsiapa 
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zalim‛. Mengesankan bahwa anjuran memberi maaf 
                                                          
25
 Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Aamanu I, (Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 2005), 63. 

































































bukan berarti melecehkan hukum qis}a@s} karena hukum ini mengandung tujuan 
yang sangat besar, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, 
mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas 
dendam dan lain-lain. Sehingga jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan 
itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kedzaliman. 
Oleh sebab itu putuskanlah perkara sesuai dengan yang diperintahkan 
oleh Allah, memberi maaf atau melaksanakan qis{a@s{. Karena barang siapa yang 
tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak 
menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang z}alim. 
Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti 
mengenai kata remisi, akan tetapi terdapat beberapa istilah yang hampir 
sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu al-‘afu (maaf, ampunan), ghaffa@r 
(ampunan), rukhs}ah (keringanan), shafa’ah (pertolongan), tahfi@f (pengurangan). 
Selain itu menurut Sayyid Sabiq memaafkan disebut juga dengan al-qaudu’ 
‚menggiring‛ atau memaafkan yang ada halnya dengan diyat atau rekonsiliasi 
tanpa diyat walau melebihinya.26 
Akan tetapi jika dalam hukum pidana Islam istilah yang sering 
digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah tahfi@f 
al-‘uqu@bah (peringanan hukuman). Dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam 
peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin Dari ‛Fiqhus Sunnah‛, (Jakarta: 
Pena Pundi Aksara, 2006), 419. 





































































Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu 
sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalnya 
tidak sehat menurut madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali, hak itu dimiliki 
oleh walinya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan 
washi (pemegang wasiat) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untuk 
mengadakan perdamaian (sulh) saja.28 
1. H}udu@d 
Para mujtahid sepakat, bahwa pemberian pengampunan (al-‘afwu 
atau al-syafa‘at) diperbolehkan meskipun jari@mah tersebut yang berkaitan 
dengan perkara h}udu@d selama perkara tersebut belum diajukan ke pengadilan 
untuk disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan  pada 
keterangan h}adis yang berkaitan dengan pencurian. Maka, demikian juga 




Dalam perkara h}udu@d (seperti; pencurian dan sebagainya) menurut  
pandangan Abu Zahrah, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya 
dibawa ke pengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia…,168. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 195. 
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 Muhammad Abu Zahrah, al-Jar@i@mah…, 73. 

































































jari@mah tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman 
maksimalnya saja (seperti; potong tangan), sehingga pelaku jari@mah tidak 
dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan menjadi hukuman 
ta‘zi @r, sebagai proses mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga 
stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika wali al-amri tersebut 
mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan 
untuk tetap dikenakan sanksi. 
Adapun pengampunan dalam perkara h}udu@d yang telah sampai ke 
pengadilan, baik perkara tersebut belum diputuskan atau sesudah hakim 
memutuskannya, namun ternyata pelaksanaan hukuman h}ad-nya belum 
dilaksanakan, dan para fuqaha@’ sepakat bahwa pengampunan tersebut tidak 
berpengaruh sama sekali (mendiponeri) dari putusan yang sudah dan atau 
akan diputuskan oleh hakim terh}adap pelaku jari@mah tersebut seperti zina, 
pemadat dan pencuri, sebagaimana ini pendapat fuqaha@ yang paling kuat, 
karena menurut pendapat mereka (fuqaha@) hukum h}ad sebagaimana zina 
maupun pemadat, merupakan hak murni milik Allah SWT.
30
 
Dalam menentukan dan untuk ditegakkannya hukum h}ad tersebut, 
dan adapun h}ad yang lain, seperti pencuri, meskipun ada sebagian hak yang 
dimiliki oleh seorang hamba namun hanya sebatas kepemilikan hartanya saja 
dan bagi mereka (seorang hamba) tidak ada kewenangan untuk menentukan 
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(merubah) ketetapan atas tindakan pencurian yang sudah ditetapkan atas 
pelakunya, sehingga tidak satu orang pun yang berhak untuk menggugurkan 
pidana tersebut. 
Sedangkan dalam jari@mah h}udu@d yang berkaitan jiwa (qis}a@s}-diyat) 
telah jelas adanya pemaafan sebagaimana tuntunan yang diajarkan Allah 
SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya, para mujtahid hanya 
berbeda pendapat dalam hal pengertian pemberian maaf yang secara cuma-
cuma ataupun yang meminta dengan ganti diyat itu sendiri. Sebagaimana 
menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, menganggap 
pelepasan hak qis}a@s} dengan ganti diyat bukan sebagai pengampunan (al-
‘afwu), melainkan perdamaian (sulh), karena menurut keduanya, kewajiban 
qis}a@s} atas tindak pidana disengaja bersifat aini (terbatas kepada diri pelaku 
sendiri), juga karena diyat tidak wajib dibayarkan kecuali jika pelaku rela 
membayarnya.  
2. Qis}a@s} 
Dalam hukuman qis}a@s} terdapat keringanan hukuman dengan 
beberapa syarat. Beberapa hal yang menjadikan qis}a@s} itu digugurkan dan 
akan digantikan dengan hukuman lain adalah:
31
 
a) Meninggalnya pelaku tindak pidana, 
b) Hilangnya tempat dilakukannya qis}a@s}, 
c) Taubatnya pelaku tindak pidana, 
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f) Diwarisnya qis}a@s}, 
g) Kadaluarsa. 
Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang 
paling mendekati dengan remisi adalah sebab yang ke lima yaitu 
pengampunan.
32
 Menurut madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali, 
pengampunan dari qis}a@s} mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan 
dari qis}a@s saja atau pengampunan dari qis}a@s} dan diganti dengan diyat. Kedua 
pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban 
tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku. Sedangkan menurut Imam 
Malik dan Abu Hanifah, pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman 
qis}a@s} saja, sedangkan diyat menurut keduanya hanya bersifat perdamaian 
(sulh). 
Memang pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan 
walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi 
lainnya halnya dalam pidana qis}a@s} dan diyat, korban dan walinya diberi 
wewenang untuk memberikan pengampunan terh}adap pelaku sebagai 
pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan 
pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi 
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korban dari pada keamanan masyarakat, sehingga pihak korban atau walinya 
diberikan hak tersebut. 
Qis}a@s} berbeda dengan h}udu@d, yang mana dalam jari@mah h}udu@d, 
pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang 
dijatuhi hukuaman h}udu@d, baik itu diberikan oleh wali korbannya maupun 
penguasa. Karena hukuman dalam h}udu@d bersifat wajib dan harus 
dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana h}udu@d sebagai hak Allah 
sehingga tidak boleh diampuni atau dibatalkan.
33
  
Karena itu, apabila pengguguran qis}a@s} dengan ganti diyat menuntut 
adanya kerelaan dua belah pihak, itu dinamakan perdamaian, bukan 
pengampunan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin 
Hambal menganggap pengguguran qis}a@s} dengan ganti diyat sebagai 
pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas 
pembunuhan disengaja adalah antara qis}a@s} atau diyat. Adapun hak memilih 
hanya menjadi milik korban atau walinya, tanpa memerlukan kerelaan 
pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu 
pihak (yaitu korban/walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak 
lainnya (pelaku tindak pidana). 
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Menurut Moh. Anwar, berikut adalah sebab-sebab yang harus 
dipenuhi agar dapat dilaksanakannya diyat:34 
a) Karena adanya pengampunan dari qis}a@s} oleh ahli waris korban, maka 
dapat diganti dengan diyat. 
b) Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahuai 
orangnya, maka diyatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini 
dikarenakan untuk memperbaiki adat kaum jahiliyah dahulu yang di 
mana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka 
suka membela pembunuh agar dibebaskan dari diyat dan secara logika 
untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap 
anggaota keluarga saling menjaga dari kekejaman yang dapat 
menimbulkan penderitaan orang lain. 
c) Karena sukar atau susah melakasanakan qis}a@s}. Bila wali memberi maaf 
atau ampunan terh}adap pembunhan yang disengaja maka menurut imam 
syafi’i dan hanbali berpendapat harus diyat yang diperberat. Tetapi 
menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan 
sengaja tidak ada diyat, tetapi yang wajib adalah berdasarkan 
persetujuan dari kedua belah pihak (wali korban dengan pelaku 





Abdul Qadir Audah menjelaskan; bahwa telah disepakati oleh para 
fuqaha@’ bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, 454. 

































































semua tindak pidana ta‘zi @r. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu 
tindak pidana ta‘zi@r dan hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya. 
Meskipun demikian, para fuqaha@ berbeda pendapat tentang boleh tidaknya 
penguasa memberikan pengampunan terh}adap semua tindak pidana ta‘zi@r 
atau terbatas pada sebagiannya saja. 
Kelompok pertama, sebagian ulama’ berpendapat bahwa penguasa 
tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana qis}a@s} dan h}udu@d yang 
sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman qis}a@s} dan h}udu@d, tetapi dijatuhi 
hukuman ta‘zi @r yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam 
hal ini, penguasa tidak dapat mengampuni tindak pidana atau hukumannya. 
Adapun untuk tindak pidana lainnya, penguasa boleh mengampuni baik 
tindak pidana dan hukumannya, jika ia memang melihat ada kemaslahatan 
umum di dalamnya dan juga setelah menghilangkan dorongan hawa nafsunya. 
Sedangkan kelompok kedua, sebagian ulama’ berpendapat bahwa 
penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak 
pidana yang diancam dengan hukuman ta‘z@ir dan juga hak mengampuni 
hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua 
pendapat ulama’ tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih 
dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana 
h}udu@d dan qis}a@s}. 

































































Adapun jenis dari hukuman ta’zi@r bermacam-macam, menurut 
Zainudin Ali jenis hukuman yang termasuk ta’zi@r antara lain hukuman 
penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, 
dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari 
pelakunya. Bahkan menurut Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan 
oleh seseorang berulang kali, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, 
seperti seorang pencuri yang dipenjara tetapi masih tetap mengulangi 
perbuatan tercela itu ketika ia dipenjara, maka hakim berwenang menjatuhi 
hukuman mati kepadanya. 
Hukuman pengganti yang ke dua setelah diyat yaitu ta’zi@r . Apabila 
hukuman diyat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman 
tersebut diganti dengan hukuman ta’zi@r. Seperti halnya dalam pembunuhan 
sengaja, dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, hakim diberi 
kebebasan untuk memilih jenis hukuman ta’zi@r yang sesuai dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh pelaku. 
Dalam tindak pidana ta’zi @r sudah disepakati bahwa penguasa 
memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana ta’zi @r. Karena 





































































5. Penjara (Dalam Hukum Islam) 
Dalam bahasa Arab ada dua: habsu dan as-sijnu. Pengertian istilah 
untuk hukuman penjara pertama (al-h{absu) menurut bahasa adalah al-man’u 
yang artinya mencegah atau menahan. Menurut imam Ibnu Qayyim al-
Jauziyah yang dimaksud dengan al-h}absu menurut syara’ bukanlah menahan 
pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan 
mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan 
tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun tempat lainnya, penahanan 
seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa 
Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk 
menahan seaorang pelaku tindak pidana. Dan barulah pada masa 
Pemerintahan Khalifah Umar menyediakan penjara dengan cara membeli 
rumah Shafwan Ibn Umayah sebagai penjaranya.
36
 
Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Hukuman Penjara Terbatas 
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama 
waktunya dibatasi secara tegas. Tentang batas tertinggi dan terendah 
dari hukuman penjara dikalangan ulama’ pun tidak ada yang bersepakat. 
Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti ini maka para ulama hanya 
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menyerahkan kepada ijtih}ad Imam (ulil amri) tentang batas terendah dan 
tertinggi untuk hukuman penjara.
37
 
Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut banyak orang 
yang mendapatkan hukuman kawalan pada negara-negara yang memakai 




b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas 
Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, 
melainkan berlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum mati 
atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain dapat disebut dengan 
hukuman seumur hidup. 
Dengan melihat dari keterangan di atas, sebagaimana yang disimpulkan 
oleh A. Djazuli, bahwa perbedaan yang menonjol dari jari@mah h}udu@d, qis}a@s}-
diyat dan jari@mah ta‘zi@r adalah: 
a) Dalam jari@mah h}udu@d tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh 
penguasa. Apabiila seseorang telah melakukan jari@mah h}udu@d dan terbukti di 
depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah 
ditetapkan. Sedangkan dalam jari@mah ta‘zi @r, kemungkinan pemaafan itu ada, 
baik oleh perorangan maupun oleh penguasa, bila hal ini lebih maslahat. 
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b) Dalam jari@mah ta‘zi@r hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si 
pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. 
Sedangkan dalam jari@mah h}udu@d yang diperhatikan oleh hakim hanyalah 
kejahatan material. 
c) Pembuktian dalam jari@mah h}udu@d dan qis}a@s} harus dengan saksi atau 
pengakuan, sedangkan pembuktian jari@mah ta’zi@r sangat luas 
kemungkinannya. 
Hukuman h}ad maupun qis}a@s} tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, 
karena syarat menjatuhkan h}ad si pelaku harus sudah baligh, sedangkan ta‘zi@r 
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JUSTICE COLLABORATOR DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH 
AGUNG REPUBLIK INDONESIA (SEMA RI) NOMOR 4 TAHUN 2011 
 
A. Pengertian dan Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 
Indonesia 
Kekuasaan Yudisial di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah 
Agung beserta badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya peran yang 
besar dalam membawahi badan peradilan yang ada di bawahnya, maka 
setidaknya Mahkamah Agung memiliki 3 kewenangan yang diberikan oleh 
UUD 1945. Berikut merupakan bunyi pasal yang terdapat dalam UUD 1945 
yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Agung: 
Dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945 menyatakan bahwa ‚Mahkamah Agung berwenang mengadili 
pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terh}adap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya 
yang diberikan oleh undang-undang‛. Adapun wewenang lain yang dimaksud 
dalam penjelasan diatas adalah fungsi mengatur. 
Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung 
menimbulkan suatu  kewenangan untuk menerbitkan Surat  Edaran  
Mahkamah  Agung Republik Indonesia (SEMA RI)  dan  Peraturan  

































Mahkamah  Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan 
peradilan yang terhambat, karena belum ada atau kurang lengkapnya 
pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.
1
 
Awalnya, ketentuan yang mengatur Mahkamah Agung adalah 
Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan 
Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-undang tersebut 
menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pengawas tertingi dari 
pengadilan yang ada. Untuk menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung 
diberikan kewenangan mengeluarkan SEMA sebagaimana diatur pada Pasal 
12 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1950: 
‚Tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut 
dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat 
oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu 
Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran 
dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada 
pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat 
tersendiri maupun dengan surat edaran.‛ 
 
Berangkat dari ketentuan tersebut, pada tanggal 20 Januari 1951 
Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang pertama yakni SEMA 
No. 1 Tahun 1951 perihal Tunggakan-tunggakan Perkara di Pengadilan 
Negeri yang berisi perintah Hakim Pegadilan Negeri untuk menyelesaikan 
dan memutus perkara sekurang-kurangnya enam puluh perkara pidana tiap 
bulan. 
Kini untuk melihat landasan hukum kekuasaan dan kewenangan 
Mahkamah Agung menerbitkan SEMA, tentu merujuk pada Undang-undang 
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Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu 
sendiri. SEMA diatur pada Pasal 32 ayat (4) Undang-undang No 3 tahun 
2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 
Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: ‚Mahkamah Agung berwenang 
memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua 
badan peradilan yang berada dibawahnya‛. 
Surat edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia 
diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (beleidsregel) 
yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern atau yang lebih 
dikenal dengan nama welfare state. Sebuah hal yang digunakan untuk 
mengenali peraturan kebijakan tersebut adalah pengaturannya tidak secara 
tegas diperintahkan Undang-undang Dasar atau undang-undang lainnya. 
Dengan kata lain, tidak ada atribusi kewenangan reglementer dari 
Undang-undang Dasar dan undang-undang kepada pejabat atau badan 
administrasi negara untuk mengeluarkan dan menetapkan peraturan 
kebijakan. Sikap yang diambil dalam menerbitkan peraturan kebijakan 
tersebut disebut diskresi atau freies ermessen. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi didefinisikan 
sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang 
dih}adapi. Kebebasan bertindak dalam konsep diskresi tidak dapat dilakukan 
dengan benar-benar bebas. Pemberian kewenangan untuk bertindak atas 
inisiatif sendiri kepada pemerintah tentu saja harus berdasarkan pada 
beberapa alasan tertentu, agar dalam aplikasi diskresi tidak dilakukan secara 

































sewenang-wenang, melainkan terikat kepada persyaratan yang bersifat 
kondisional. Tanpa keh}adiran persyaratan kondisional, tindakan diskresi 
tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan. 
Peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi 
memiliki relevansi hukum. Hal demikian memberikan peluang badan 
administrasi negara menjalankan kewenangan pemerintahan. Peraturan 
kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis, artinya 
pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara 
dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga 
masyarakat.
2
 Van Kreveld menyebutkan tentang ciri-ciri dari sebuah 
peraturan kebijakan yaitu : 
1. Peraturan itu langsung ataupun tak langsung, tidak didasarkan pada 
ketentuan undang-undang formal, atau UUD yang memberikan 
kewenangan mengatur, dengan kata lain peraturan itu tidak ditemukan 
dasarnya dalam Undang-undang. 
2. Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-
keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan 
pemerintahan yang bebas terh}adap warga negara,atau ditetapkan secara 
tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut. 
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa 
pernyataan dari individu warga negara yang berada dalam situasi yang 
dirumuskan dalam peraturan itu. 
                                                          
2
 Ronald S. Lumbuun, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan 
Kekuasaan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 193. 

































Berkaitan dengan pendapat Van Kreveld mengenai ciri-ciri dari 
sebuah peraturan kebijakan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa PERMA 
tidaklah termasuk ke dalam jenis ‚peraturan kebijakan‛, Van Kreveld 
menyebutkan bahwa salah satu ciri dari suatu peraturan adalah tidak 
didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang 
memberikan kewenangan mengatur, atau dengan kata lain bahwa peraturan 
itu tidak dapat ditemukan dasarnya dalam undang-undang. 
Kewenangan menerbitkan PERMA secara nyata dapat ditemukan 
dalam Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah 
diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Undang-undang secara tegas telah 
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih 
lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 
apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. 
Ketentuan pasal tersebut berbunyi: ‚Mahkamah Agung dapat mengatur lebih 
lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 
apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.‛ 
Selanjutnya, pada bagian penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan: ‚Apabila dalam 
jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu 
hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap 
untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini 
Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara 

































penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang 
ini.‛ 
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk 
Undang-undang (legislatif). Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan 
Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara 
keseluruhan. 
Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan 
melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada 
umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta 
penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Kewenangan yang 
dimiliki Mahkamah Agung dalam membuat peraturan sebagai pelengkap 
untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dituangkan dalam bentuk 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). 
Dengan kata lain, fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 
adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan 
aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acara. 
Contohnya, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan sebagai pengisi kekurangan hukum, dan PERMA No. 1 Tahun 
2002 tentang Class Action atau gugatan perwakilan kelompok, sebagai 
pengisi kekosongan hukum. 
PERMA jika ditinjau dari ketentuan yang digariskan dalam Undang-
undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

































undangan, dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-
undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan-undangan, menyatakan: jenis 
dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
d) Peraturan Pemerintah; 
e) Peraturan Presiden; 
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1), disebutkan: Jenis Peraturan 
Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank 
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat. 
Kemudian Pasal 8 ayat (2) memberikan batasan peraturan-peraturan 
yang dikeluarkan  oleh  pejabat/lembaga  tersebut  dapat  diakui  

































keberadaannya, jika pembentukannya diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 
Bertitik tolak dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 79 Undang-
undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa 
PERMA termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Akan tetapi 
berbeda dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), hanya sebatas 
bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang 
berisi petunjuk, teguran, ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan 
dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi 
pengawasan. Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran 
peraturan undang-undang agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan 
keadilan dalam penyelenggaraan praktek. 
Berdasarkan analisis terh}adap PERMA dari sudut teknik 
pembentukan dan kekuatan mengikatnya. Maka terdapat terdapat 
pernyataan bahwa sebagai suatu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga 
penyelenggara negara di bidang peradilan, PERMA memiliki norma hukum 
yang seharusnya terdapat di dalam suatu perundang-undangan yaitu 
perintah, larangan, pengizinan, pembebasan, bersifat umum, dan berlaku 
keluar. 
Disamping itu, dilihat dari kekuatan mengikatnya, terdapat PERMA 
yang mengikat baik secara eksternal mamupun internal. Untuk PERMA yang 
bersifat internal, hal ini tidak sesuai karena PERMA diartikan sebagai 

































peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar, 
sebaliknya jika terdapat PERMA yang memiliki kekuatan mengikat secara 




B. Pengertian Justice Collaborator dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 
Justice collaborator merupakan sebuah istilah baru yang dikenal 
dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Justice collaborator 
atau yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak 
hukum dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana. Adanya perkembangan 
modus kejahatan yang ada di Indonesia dengan susahnya pembuktian, maka 
dalam upaya pembuktiannya, akan dilakukan sebuah kerja sama dengan 
pelaku itu sendiri untuk mengungkapnya. Akan tetapi pelaku tersebut hanya 
sebatas pelaku biasa yang mana dalam hal ini buka merupakan ketua 
kelompok atau ketua pelaku atau bahkan pelaku utama terjadinya kejahatan 
tersebut. Dengan adanya peristiwa yang menyulitkan para penegak hukum 
dalam membuktikan sebuah kejahatan yang ada, sehingga kemudian yang 
mana justice collaborator ini mendapatkan perhatian dari negara dan mulai 
diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menjelaskan 
tugas pokok dan syarat untuk menjadi seorang justice collaborator. 
Sebelum adanya justice collaborator, dahulu telah dikenal dengan 
nama saksi mahkota (crown witness).4 Saksi mahkota merupakan salah satu 
                                                          
3
 Ibid, 207. 
4
 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum, 11. 

































pelaku tindak pidana yang ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci 
dengan tujuan supaya pelaku-pelaku yang lainnya juga terungkap dengan 
segera. Terdapat sebuah penawaran yang menarik terh}adap saksi mahkota 
tersebut, yaitu adanya pengurangan ancaman hukuman. Akan tetapi 
keberadaan saksi mahkota tersebut hanya berlaku dalam tindak pidana 
penyertaan dengan pemisahan perkara atau splitsing perkara.  
Sedangkan, saat ini terdapat istilah baru yang memang terdapat 
persamaan dengan saksi mahkota, akan tetapi terdapat perbedaan dengan 
jelas di dalam pokok perkara yang ada. Jika saksi mahkota, dalam pokok 
perkara penyertaan dengan pemisahan perkara. Akan tetapi jika justice 
collaborator dalam perkara kejahatan yang terorganisir atau kejahatan berat. 
Menurut Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 
dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terh}adap masing-
masing terdakwa secara terpisah apabila diterima satu berkas perkara yang 
memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang 
tersangka. Kemudian akibat dari kurangnya alat bukti pula, splitsing perkara 
dapat dilakukan, dengan begitu penyidik dapat meneruskan berkas perkara 
yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada penuntut umum yang 
kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan. 
Secara etimologi, justice collaborator berasal  dari kata justice yang 
berarti keadilan, peradilan, adil, hakim. Sedangkan collaborator artinya 
teman kerjasama atau kerjasama.
5
 Sedangkan menurut SEMA RI Nomor 4 
                                                          
5
 Jhon M. Echols dan Hasan Sh}adil, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2005), 124 

































Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) 
dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara 
Tindak Pidana Tertentu, justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja 
sama. Dalam hukum positif dijelaskan bahwa ‛justice collaborator adalah 
salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang 
dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta 
memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.‛6 
Sehingga telah jelas sudah jika pelaku yang dimaksudkan yang 
menjadi syarat sebagai justice collaborator bukanlah ia yang menjadi pelaku 
utama dari kejahatan yang dilakukan. Akan tetapi ia yang memang 
bersangkutan, yang mengetahui benar adanya perencanaan dahulu hingga 
aksi kejahatan itu dilakukan. 
Selain itu pengertian justice collaborator juga terdapat dalam 
Peraturan Bersama Pasal 1 angka 3 dimana definisi dari justice collaborator 
ialah ‚saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu 
aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan 
terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil 
suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada 
aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses 
peradilan.‛7 
                                                          
6
 SEMA RI No. 4 Tahun 2011 
7
 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, KPK 
RI, dan LPSK RI 

































Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa justice 
collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang turut 
terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia melaporkan kejahatan tersebut 
dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasi yang 
diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan 
sulit pembuktiannya. Pembuktian yang diberikannya tersebut bertujuan 
untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri seperti 
menerima kekebalan penuntutan atau setidak-tidaknya keringanan hukuman 
penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarganya. 
 
C. Syarat-syarat Pemberlakuan Justice Collaborator dalam SEMA RI Nomor 4 
Tahun 2011 
 Justice collaborator tidak dapat dengan mudah untuk diberikan 
kepada kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi terutama 
pelaku utama. Begitu juga sebaliknya tidak semua saksi pelaku dapat 
menjadi justice collaborator. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 
oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai justice collaborator, yaitu:8 
1. Tindak pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius 
dan/atau terorganisir. Jelas juga bahwa tindak pidana tersebut bukan 
merupakan tindak pidana yang termasuk kategori biasa, akan tetapi 
kejahatan yang sudah direncanakan sejak lama yang memang sangat 
                                                          
8
 Sigit Artantojati, Perlindungan terh}adap Saksi Pelaku yang Bekerjasama oleh LPSK, Thesis, 
Program Pascasarjana (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 90 

































tertutup, sangat rahasia, dan yang benar-benar rapi dari modus-modus 
yang dilaksanakan hingga pelaksanaan inti kejahatan tersebut. tujuannya 
adalah jika suatu saat penguasa mengetahui kejahatan tersebut, supaya 
mereka tidak dapat diketahui siapa pelaku utama dan modus-modus yang 
digencatkan tidak dapat terbaca oleh semua orang. Adapun beberapa 
contoh yang termasuk kejahatan terorganisir yang sudah marak di 
Indonesia dalam akhir-akhir tahun ini adalah korupsi, pelanggaran HAM 
berat, narkoba, terorisme, kejahatan genosida. 
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan 
yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak 
hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan 
kinerja aparat penegak hukum. Keterangan yang diberikan kepada 
penguasa, bukanlah keterangan yang memang seadanya. Akan tetapi 
keterangan yang menjadi kunci utama untuk mengungkap pelaku utama 
dan kejahatan itu semua. 
3. Orang yang berstatus justice collaborator bukanlah pelaku utama dalam 
perkara tersebut. Dengan adanya keh}adiran pelaku sebagai justice 
collaborator adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam 
kasus tersebut. Pelaku hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara 
itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saksi pelaku bukan 
merupakan seseorang yang menjadi pelaku utama dari kejahatan itu. Akan 

































tetapi ia yang menjadi pelaku yang memang mengetahui banyak tentang 
semua perencanaan, modus, dan pelaksanaan kejahatan itu sendiri. 
4. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan 
aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis. Selain 
dibutuhkan kesaksiannya, mereka juga harus mengakui bahwa ia memang 
terlibat dalam kejahatan itu. Karena adanya pengakuan saksi tersebut 
nanti akan berimbas dengan pemberian hukuman seberapa besar hukuman 
yang patut dijatuhkan kepadanya. 
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang 
bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat 
signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap 
tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku 
lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ 
hasil suatu tindak pidana. 
Dengan adanya pengakuan saksi yang memang harus diberikan 
oleh justice collaborator, maka tujuan tersebut memang berguna bagi 
Jaksa Penuntut Umum yang nantinya pengakuan oleh pelaku tersebut 
memang benar adanya untuk dicantumkan di dalam berita acara 
penyidikan. selain ia memberikan pengakuan di depan Jaksa Pnuntut 
Umum, ia juga nanti harus memberikan pengakuannya di depan hakim 
saat perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan. Adapun pengakuan 
yang harus diberikan, ia juga diharapkan menyerahkan atau 
mengembalikan apa yang telah pelaku dapatkan dari kejahatan tersebut, 

































maka ia harus mengembalikan seluruhnya melalui Jaksa Penuntut Umum 
tersebut yang sedang menyidik dirinya. 
Bukanlah perkara yang mudah untuk menarik salah satu pelaku 
tindak pidana dengan harapan supaya ia melaporkan atau menjadi informan 
atas kejahatan yang telah ia lakukan. Apalagi memberikan keterangan yang 
sebenaar-benarnya di depan meja Pengadilan, karena ia juga mengingat 
bahwa ia akan tetap dijatuhi hukuman dalam perkara yang telah ia ungkap 
nanti. Atau bahkan sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam kejahatan 
tersebut, juga telah mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, mereka akan 
lebih susah untuk melaporkan ataupun memberikan kesaksiannya tentang 
kejahatan yang telah ia dan rekan kejahatannya sendiri. 
Jika memang selain itu, ia enggan memberikan kesaksiannya dalam 
mengungkap kejahatan yang telah dilakukannya karena ketakutan dirinya 
sebagai anggota kejahatan tersebut akan dianggap sebagai penghianat. Hal 
tersebut dapat terjadi karena dalam sebuah oknum kejahatan terorganisir 
terdapat sebuah loyalitas. Loyalitas tersebut berisi tentang ‚kesaksian diam 
atau sumpah diam (omerta)‛. 
Maksudnya adalah adanya komitmen dan peraturan yang telah 
disepakati secara tidak tertulis di dalam oknum tersebut yang dengan pasti 
hal tersebut susah umtuk digoyahkan oleh siapapun. Adapun sanksi atas 
pelanggaran atas loyalitas tersebut adalah nyawa seseorang yang akan 
membayarnya. Sehingga dengan adanya sanksi seperti itu, maka tidaklah 





































Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kejahatan 
terorganisir tersebut untuk bersedia menjadi saksi atas ekjahatan yang 
dilakukan dengan rekan-rekannya yang lain. Dengan adanya keberanian dari 
seorang pelaku untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator, maka 
patutlah kepadanya diberikan sebuah apresiasi yang dinamakan reward atau 
punishment yang dapat berupa keringanan hukuman, remisi, atau bahkan 
pembebasan bersyarat kepadanya. 
 
D. Keringanan Sanksi Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 
Tahun 2011 Point 9C 
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam Pasal 9 
huruf (c) perihal pertimbangan hakim terh}adap penentuan pidana yang akan 
dijatuhkan kepada justice collaborators. Adapun keringanan sanksi pidana 
yang diatur dalam Pasal 9 huruf c ini adalah sebagai berikut:
10
 
Atas bantuannya tersebut, maka terh}adap saksi pelaku yang bekerja sama 
sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan 
dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai 
berikut: 
i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau 
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 Firman Wijaya, Whistle Blower…, 17 
10
 SEMA RI No. 4 Tahun 2011 

































ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara 
terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. 
Dalam hal pemberian perlakuan khusus ini hakim tetap berkewajiban untuk 
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. 
Dua poin diatas merupakan bentuk-bentuk keringanan pidana yang 
hendak diberikan yang terdapat dalam SEMA RI. Jika melihat adanya dua 
poin yang ada diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaku kejahatan 
meskipun bertindak sebagai justice collaborator tidak akan bebas dari semua 
hukuman yang seharusnya ia dapatkan. 
Akan tetapi, ia hanya mendapatkan keringanan dalam hukumannya 
yang sedikit kemungkinan orang berpikir bahwa hal tersebut hanya 
menguntungkan sedikit baginya. Yang mana orang tidak akan dengan 
mudahnya menyerahkan diri dan memberikan kesaksiannya sebagai pelaku 
kejahatan, kalau memang bukan orang yang sangat penting baginya sebuah 
keringanan sanksi pidana pada hukuman yang diberikan padanya. Sehingga 
sedikit apapun hukuman yang diberikan oleh penegak hukum terh}adapnya, 
maka ia akan tetap dikenakan hukuman dan tidak semata-mata ia dengan 
cepat bebas tanpa syarat dan ketentuan apapun. 
Selain itu berbeda lagi dengan adanya remisi. Sebagai narapidana, 
meskipun ia juga bertindak sebagai justice collaborators, ia berhak 
memperoleh remisi tambahan. Remisi tambahan itu didasarkan pada Pasal 1 
sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi.
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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERH}ADAP KERINGANAN SANKSI 
PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM KEJAHATAN 
TERORGANISIR 
(STUDI ATAS SURAT EDARAN MAHMAKAH AGUNG REPUBLIK 
INDONESIA NO. 4 TAHUN 2011 POINT 9C) 
 
A. Substansi Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator 
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya justice collaborator 
merupakan seorang pelaku kejahatan terorganisir yang bersedia bekerjasama 
dengan penegak hukum untuk memberikan kesaksiannya tentang 
pelaksanaan modus kejahatan tersebut dan mengungkap pelaku utama dari 
kejahatan itu. 
Ketika seorang pelaku kejahatan menjadi justice collaborator, maka 
ia juga akan mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Bukan 
penghargaan seperti h}adiah sebuah benda, akan tetapi penghargaan yang 
diberikan kepada justice collaborator adalah berupa keringanan sanksi 
pidana. 
Besar kecil keringanan sanksi pidana yang diberikan haruslah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu juga dalam hal 
pemberian keringanan sanksi pidana tidak cuma-cuma diberikan kepada 
pelaku yang telah mengakui kejahatannya. Karena sebuah pengakuan kepada 
para penegak hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya adalah sebuah 

































kewajiban bagi setiap pelaku tindak pidana, baik kejahatan biasa maupun 
kejahatan yang terorganisir.  
Adapun mereka yang berhak mendapatkan keringanan sanksi pidana 
adalah mereka yang mengajukan sebuah kerja sama dengan para penegak 
hukum untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan tersebut. Kejahatan 
yang dimaksudkan adalah kejahatan yang termasuk kategori kejahatan berat 
atau kejahatan terorganisir (extra ordinary crime). 
Semisal terdapat pelaku perampokan sebuah rumah, ia merampok 
bersama tiga temannya. Kemudian ketika ia tertangkap, ia mengakui 
kejahatan yang telah ia lakukan. Ia mengajukan diri sebagai justice 
collaborator, apakah bisa mendapatkan keringanan sanksi pidana? 
Jawabannya adalah tidak bisa. Karena dari segi kejahatan yang ia lakukan 
adalah perampokan yang termasuk ke dalam kateori kejahatan biasa. 
Lalu, kejahatan yang dapat dikatgorikan berat adalah korupsi, 
terorisme, pelanggaran HAM, dll. Kejahatan berat seperti itulah yang 
dimaksudkan oleh SEMA RI. Kejahatan berat atau terorganisir tersebut 
membutuhkan justice collaborator  karena kejahatan tersebut merupakan 
kejahatan yang sudah dikonsep dengan matang dan terselubung dengan baik 
dan rapi. Sehingga dalam hal pembuktian dan pengungkapan pelaku utama, 
sedikit mendapatkan kesulitan jika tidak mendapatkan informasi dari para 
pelaku itu sendiri. 

































Sehingga, dengan adanya pengakuan dari pelaku tindak pidana 
seperti yang telah dicontohkan diatas, tidak mempengaruhi para penegak 
hukum untuk serta merta memberikan keringanan sanksi pidana. 
Adanya peraturan tentang pemberian keringanan sanksi pidana 
terh}adap justice collaborator adalah SEMA RI No. 4 Tahun 2011. Dialam 
SEMA RI tersebut menjelaskan siapa saja pelaku tindak pidana yang berhak 
mendapatkan keringanan sanksi pidana dan apa saja bentuk keringanan 
sanksi yang dapat diberikan kepada justice collaborator. 
Berikut adalah bentuk-bentuk pemberian penghargaan atau reward 
berupa keringanan sanksi pidana terh}adap justice collaborator yang dalam 
hal ini diatur dalam SEMA RI No. 24 Tahun 2011 Poin 9C berupa: 
1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau; 
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara 
terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. 
Adanya bentuk keringanan sanksi pidana yang hanya sebatas yang 
disebutkan diatas, dalam tujuannya supaya tidak semua orang dengan mudah 
mendapatkan keringanan sanksi tanpa adanya perlakuan yang sangat baik 
yang seharusnya memang harus dibuktikan dengan aksi nyata dari pelaku 
kejahatan tersebut. 
Dalam hal memberikan keringanan sanksi pidana terh}adap pelaku 
kejahatan seperti yang telah dijelaskan diatas, para penegak hukum tidak 
semena-mena tanpa adanya pertimbangan yang banyak. Akan tetapi, mereka 
harus memperhatikan dari sisi keadilan masyarakat juga. Adanya 

































pertimbangan seperti itu karena yang akan diberikan keringanan adalah 
seseorang yang telah melakukan kejahatan dalam ketegori berat. Sehingga 
harus benar-benar mempertimbangkannya, mengingat korban yang 
diakibatkan kejahatan tersebut tidak hanya satu atau dua orang saja. akan 
tetapi kenyamanan dan keselamatan umum. 
Kemudian, para justice collaborator juga harus mendapatkan 
perlindungan hukum atas kesaksiannya yang telah diberikan karena mereka 
mau bekerjasama dengan para penegak hukum untuk mengungkap pelaku 
utama dari kejahatan tersebut. 
Selain adanya keringanan hukuman yang diberikan, justice 
collaborator juga berhak mendapatkan remisi tambahan sesuai dengan 
peraturan yang ada. Adanya remisi tersebut juga tidak dengan cuma-cuma, 
akan tetapi dengan adanya beberapa syarat yang harus terpenuhi yang harus 
sesuai dengan peratran perundang-undanganyang berlaku. 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terh}adap Keringanan Sanksi Pidana bagi 
Justice Collaborator  
Teori tentang hukum pidana Islam yang merujuk kepada tahfi@f al-
’uqu@bah telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Yang mana 
pembahasan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis 
SEMA RI No. 4 Tahun 2011 poin 9C yang membahas tentang bentuk-bentuk 
keringanan sanksi pidana yang diberikan kepada justice collaborator. 

































 Menyinggung sedikit tentang justice collaborator merupakan 
pelaku kejahatan terorganisir yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku 
untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan yang telah dilakukan 
bersama dengan kelompoknya. Dalam SEMA RI, mereka berhak 
mendapatkan penghargaan atau reward yang berupa keringanan hukuman 
atau sanksi pidana. Pemberian keringanan sanksi tersebut sudah jelas tidak 
akan diberikan dengan cuma-Cuma, akan tetapi dengan syarat-syarat 
tertentu. 
Dalam hukum Islam juga memperbolehkan adanya keringanan 
sanksi pidana terh}adap pelaku kejahatan. Begitu juga dengan syarat, dalam 
hukum Islam juga tidak akan memberikan keringanan sanksi secara cuma-
cuma. Akan tetapi juga dengan beberapa syarat yang tidak dapat 
ditinggalkan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi itu adalah: 
1. Sebuah pengakuan atas kejahatan yang dilaksanakan yang kemudian ia 
bertaubat kepada Allah atas kejahatan yang telah dilakukannya, 
2. Harus mendapatkan pemaafan dari pihak korban. 
Kembali meninjau penjelasan yang terdapat dalam SEMA RI No. 4 
Tahun 2011 Poin 9C, bahwa seorang pelaku kejahatan terorganisir akan 
dapat diberikan reward. Adanya sebuah reward merupakan imbalan jasa atas 
kesaksian pelaku pidana untuk bekerjasama dengan para penegak hukum 
dalam mengungkap pelaku utama kejahatan luar biasa tersebut. 
Kemudian dalam hukum pidana Islam, dijumpai adanya perubahan 
hukuman dari qis}a@s} dapat digantikan dengan diyat yang mana syarat-

































syaratnya harus terpenuhi semua dan tidak ada yang tertinggal. Jika memang 
tertinggal salah satu, maka tidak dapat digantikan dengan diyat, maka qis}a@s} 
harus tetap dilaksanakan. 
Hal tersebut serupa dengan penjelasan yang terdapat dalam SEMA 
RI No. 4 Tahun 2011 Point 9C. Bahwa terdapat penurunan hukuman sebagai 
pengganti hukuman pokok yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku pidana 
karena syarat dari penurunan hukuman tersebut telah dipenuhi. 
Jika dianalisis menurut hukum pidana Islam, pemberian keringanan 
sanksi atau keringanan hukuman seperti yang terdapat dalam SEMA RI 
tersebut yang lebih tepatnya terdapat dalam Poin 9C diperbolehkan adanya. 
Pemberian keringanan sanksi tersebut diberikan dengan syarat bahwa si 
justice collaborator bukan merupakan pelaku utama dari kejahatan yang 
dilakukan, serta telah mengakui bahwa ia memang benar terlibat sebagai 
pelaku kejahatan. 
Hukum pidana Islam dapat selaras dengan SEMA RI No. 4 Tahun 
2011 karena dalam syarat yang ditentukan dalam SEMA RI No. 4 tahun 
2011 juga terdapat dalam hukum pidana Islam. Berikut adalah analisis 
tentang syarat untuk diberikannya keringanan sanksi kepada pelaku pidana: 
a. Adanya pengakuan dari pelaku kejahatan dan perasaan menyesali 
perbuatannya, serta bukan termasuk pelaku utama. 
b. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan dan 
mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana. 

































Menurut hukum Islam, pengakuan juga menjadi syarat dapat 
diberikannya keringanan sanksi pidana. Karena adanya pengakuan dan 
penyesalan atas apa yang dikerjakan adalah termasuk bentuk dari taubat 
seseorang. Dan menurut hukum Islam, hal itu menjadi syarat utama dari 
seseorang untuk mendapatkan keringanan sanksi pidana. 
Perlu diketahui bahwa seorang penjahat sekalipun juga 
mempunyai hati, oleh karena itu pengakuan dan penyesalan yang mereka 
ucapkan adalah bentuk awal dari bertaubatnya mereka untuk menjadi 
manusia lebih baik. Sehingga pertaubatan seseorang haruslah patut 
diberikan apresiasi, jika mengingat Allah SWT juga akan tetap 
memberikan pengampunan-Nya terh}adap hamba-Nya yang mau 
bertaubat. Sekalipun kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya sangat 
besar. 
Selain itu, ia juga membantu para penegak hukum untuk 
mengungkap pelaku utama kejahatan tersebut. Kesaksian yang diberikan 
justice collaborator tersebut sangat membantu para penegak hukum, 
sehingga tidak terlalu susah dalam membongkar kejahatan yang sudah 
direncakan secara terselubung dan sangat rapi. 
Dalam hukum Islam, penentuan besar keringanan sanksi pidana 
tidak dijelaskan secara mendetail dalam nas}}. Dengan tidak dijelasakannya 
dalam nas}, maka penentuan besar kecilnya keringanan sanksi yang dapat 
diberikan, ditentukan oleh penguasa. Yang mana dalam hal ini telah diatur di 
dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011. 

































Melihat adanya keringanan sanksi dalam hukum positif juga 
terdapat dalam hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara 
hukum positif dan hukum pidana Islam dalam hal pemberian keringanan 
sanksi pidana terh}adap pelaku kejahatan adalah selaras. 
 





































1. Dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 poin 9C menjelaskan adanya 
beberapa bentuk pemberian keringanan sanksi yang diatur dan 
diberlakukan di hukum Indonesia. Berikut adalah bentuk-bentuk 
pemberian penghargaan atau reward berupa keringanan sanksi pidana 
terh}adap justice collaborator yang dalam hal ini diatur dalam SEMA RI 
No. 24 Tahun 2011 Poin 9C berupa: menjatuhkan pidana percobaan 
bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 
yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah 
dalam perkara yang dimaksud. 
Selain itu, dalam SEMA RI juga terdapat beberapa syarat yang 
harus dipenuhi agar pelaku kejahatan luar biasa mendapatkan sebuah 
penghargaan berupa keringanan sanksi oleh para penegak hukum tersebut. 
2. Menurut hukum pidana Islam, adanya pemberian keringanan sanksi 
terh}adap pelaku kejahatan terorganisir juga berhak mendapatkan sebuah 
keringanan sanksi. Akan tetapi pemberian keringanan sanksi tersebut juga 
tidak dapat diberikan apabila memenuhi syarat berupa: adanya pengakuan 
dari pelaku kejahatan, serta adanya rasa menyesal dan melakukan taubat 
menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selain itu juga haruslah 
mendapatkan permaafan dari pihak korban. Jika kedua syarat yang telah 

































ditentukan tersebut didapatkan, maka pelaku kejahatan yang telah 
mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk membantu penegak 
hukum dalam mengungkap pelaku utama atas kejahatan yang telah 
mereka rencanakan dengan baik dan secara rapi berhak mendapatkan 
keringanan sanksi pidana. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak 
ditentukan dalam nas} besar kecilnya keringan sanksi yang diberikan pada 
pelaku kejahatan. Karena ketentuan besar kecilnya keringanan akan 
ditentukan oleh seorang hakim. Sebagaimana dalam hukum positif, maka 
dengan adanya SEMA RI yang mengatur tentang bentuk-bentuk 




Penelitian yang dilakukan penulis tentang adanya keringanan sanksi 
bagi pelaku kejahatan yang terorganisir dalam SEMA RI juga terdapat dalam 
hukum Islam karena terdapati semua syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akan 
tetapi hasil dari penelitian ini masih sangat perlu dikembangkan lagi ke 
depannya. Adapun saran-saran bagi beberapa pihak terkait, seperti: 
1. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya alangkah baiknya jika terus 
menindaklanjuti penelitian ini tentang keringanan sanksi pidana bagi 
justice collaborator. Mungkin dapat meneliti dari segi peraturan yang lain 
jika kedepannya terdapat peraturan baru yang mengatur tentang 

































keringanan sanksi pidana bagi justice collaborator atau meneliti dari segi 
lainnya lagi. 
2. Untuk akademisi disarankan hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan 
perkuliahan. Mungkin dari segi hukum positif tentang pro kontranya 
adanya keringanan sanksi pidana tersebut, atau bahkan yang lain. 
3. Untuk SEMA RI supaya lebih diberikan penjelasan sedikit lagi supaya 
tidak multi tafsir untuk penjabaran tentang mempertimbangkan rasa 
keadilan masyarakat. 
4. Untuk praktisi, penulis berharap supaya hasil dari penelitian ini mampu 
menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penanganan kasus yang sama. 
5. Untuk pegiat kajian hukum pidana Islam, disarankan untuk lebih 
mempopulerkan kajian tentang justice collaborator dalam pembahasan 
fiqh jinayah sebagai pengayaan khazanah keilmuan tentang hukum pidana 
Islam. 
Manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, jika dalam hasil 
karya penelitian ini masih terdapat beberapa hal yang terlewatkan dan tidak 
ikut terbahas, maka penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran dari 
pembaca yang berniat mengembangkan isi dari penulisan ini. Dengan harapan 
untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan 
hukum pidana Islam. 
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